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TENTANG 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan pabean 

untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari 

kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean 

dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke 

dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; 

1. bahwa untuk mengharmonisasikan ketentuan, struktur 

data dokumen kepabeanan, dan simplifikasi 

pemberitahuan pabean atas pemasukan dan pengeluaran 

barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan 

sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan 

bebas, perlu melakukan penyempurnaan terhadap 

www.peraturan.go.id



2020, No.408 -2- 

ketentuan mengenai pemberitahuan pabean untuk 

pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari 

kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; 

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai 

serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang 

ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah 

Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang 

Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan 

Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah 

Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4999); 

3.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4893); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4755); 

 

www.peraturan.go.id



2020, No.408 -4- 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4053); 

8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4054); 

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata 

Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 

serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5277); 

11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 

tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka 

Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 

Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 332); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 48/PMK.04/2012 TENTANG PEMBERITAHUAN 

PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN 

BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 

SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 

PELABUHAN BEBAS. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean 

dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan 

dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 332), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga 

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Pemberitahuan Pabean untuk pengangkutan barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 

meliputi: 

a. Pemberitahuan Pabean untuk pengangkutan 

barang ke Kawasan Bebas, menggunakan 

inward manifest dengan kode BC 1.1; dan 

b. Pemberitahuan Pabean untuk pengangkutan 

barang dari Kawasan Bebas, menggunakan 

outward manifest dengan kode BC 1.1. 

(2) Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang ke 

Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf b meliputi: 

a. Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan 

barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah 

Pabean; 
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